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RINGKASAN 

 

 

Kebutuhan Sumber daya manusia terampil terus meningkat dalam era MEA, Oleh 

karena itu pemerintah akan meningkatkan jumlah tenaga kerja terampil yang diproyeksi 

akan meningkat secara signifikan sampai dengan tahun 2024 dalam rangka untuk 

memenuhi kebutuhan di berbagai sektor, khususnya pendidikan yang memberikan 

kompetensi life skill melalui Pendidikan Kejuruan dengan perluasan akses sesuai dengan 

kebutuhan dan potensi wilayah.  

Dari ekplorasi penelitian ini terdapat faktor-faktor yang berpengaruh terhadap 

Pembangunan Pendidikan Kejuruan dalam mendukung Potensi Wilayah, dengan 

menggunakan metode Delphi. Tujuan dari penelitian ini adalah menemukan faktor-faktor 

yang mempengaruhi pembangunan pendidikan kejuruan dalam mendukung potensi 

wilayah, serta menentukan bobot masing-masing factor. Model ini sangat dibutuhkan 

sejalan dikeluarkannya Intruksi Presiden No. 9 tahun 2016, tentang Revitalisasi Sekolah 

Menengah Kejuruan dalam rangka peningkatan kualitas dan sumber daya manusia 

Indonesia.  

Adapun faktor-faktor yang ditemukan meliputi; Jarak sekolah dengan pemukiman, 

jumlah penduduk mata pencaharian,  Jumlah siswa SMP, Jaringan jalan, Adanya 

angkutan umum,  Harga lahan, Kondisi Lahan, Produksi SDA, Partisipasi masyarakat,  

Distriobusi SMK,  SDM Pengelola Sekolah.  

 

Hasil dari analisa hirarkhi proses didapatkan bahwa bobot masing-masing faktor 

ialah; jarak SMK terhadap pemukiman 2,74; jumlah penduduk 12,57; aksesibilitas 12,14; 

kondisi lahan 3,28%;  distribusi SMK 8,57; potensi SDA 11,47; partisipasi masyarakat 

4,30; SDM pengelola SMK 4,02; serta komitmen pembuat kebijakan 40,9 pengaruhnya 

terhadap faktor yang lain. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan Sekolah 

Menengah Kejuruan meliputi faktor spasial ialah; jarak, jumlah penduduk, aksesibilitas, 

kondisi lahan, distribusi SMK, serta potensi SDA. Sedangkan faktor non spasial ialah; 

partisipasi masyarakat, SDM pengelola SMK, serta komitmen pembuat kebijakan. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BAB 1. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Relevansi pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja belum maksimal, layanan 

pendidikan kejuruan yang memberikan kompetensi life skill belum seperti yang 

diharapkan, sebagaimana ditunjukkan oleh tingkat pengangguran lulusan Sekolah 

Menengah Kejuruan 7,21% yang relatif lebih rendah dibandingkan dengan lulusan 

Sekolah Menengah Atas yaitu 9,10% . Hal ini menjadi indikator kebutuhan tenaga 

terampil siap kerja tidak akan terpenuhi sehubungan dengan bonus demografis Indonesia 

yang masih tinggi jumlahnya 48,6% (Renstra Kemendikbud 2015-2019) sebaliknya 

pengangguran dapat mencapai jumlah terbesar, jika tenaga kerja tidak terserap. 

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan akan memperkuat beberapa aspek yang ada di 

dalam pendidikan kejuruan antara lain; 1) penguatan tatakelola kelembagaan melalui 

percepatan akreditasi sekolah dan sertifikasi, 2) pembenahan kurikulum dan kualitas 

pembelajaran melalui penataan bidang keahlian dan peningkatan magang, 3) penyediaan 

guru kejuruan yang kompeten, 4) peningkatan kuantitas tenaga kerja lulusan SMK 

melalui penguatan portofolio lulusan. Masih menurut menurut pak Menteri, pendidikan 

kejuruan harus mampu menyesuaikan jenis keterampilan dengan kebutuhan pasar dan 

mampu menyesuaikan dengan lapangan kerja serta potensial wilayah. 

Mengingat kebutuhan tenaga kerja terampil dalam jumlah yang sangat besar 

(Rahardjo, 2007), maka pentingnya Pemerintah untuk membuat kebijakan terhadap 

bantuan pendidikan yang mengarah kepada pendidikan vokasi agar ketercapaian sasaran 

menjadi lebih efektif  (Nino et al, 2016). Seperti yang disampaikan Presiden “saya minta 

dilakukan perombakan dan angkah perbaikan yang kongkret terhadap sistem pendidikan 

vokasi kita, antara lain; 1) harus dilakukan reorientasi pendidikan vokasi kearah 

kebutuhan kerja, 2) reorientasi pendidikan melibatkan dunia usaha dan industri untuk 

memetakan jenis kebutuhan tenaga kerja, 3) proses pembukaan sekolah kejuruan 

diseluruh Indonesia dipermudah” (Kompas, 13/09/2016).  

Presiden Joko Widodo meneken Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2016 tentang 

Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan dalam rangka peningkatan kualitas dan sumber 

daya manusia Indonesia. (Kompas, 19/9/2016) Adapun tujuan daripada Inpres adalah 



 

 

menguatkan sinergi antar-pemangku kepentingan untuk merevitalisasi sekolah menengah 

kejuruan dan meningkatkan kualitas serta daya saing sumber daya manusia. Di dalam 

Inpres tersebut Presiden memberikan instruksi khusus kepada Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan yaitu; 1) membuat peta jalan pengembangan sekolah menengah kejuruan, 2) 

menyempurnakan dan menyelaraskan kurikulum sekolah menengah kejuruan dengan 

kompetensi sesuai kebutuhan pengguna lulusan (link and match), 5) meningkatkan akses 

sertifikasi lulusan dan akreditasi sekolah menengah kejuruan, 6) membentuk kelompok 

kerja pengembang sekolah menengah kejuruan. 

Adapun kepada Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Presiden 

mengintruksikan dua hal; 2) mengembangkan program studi di perguruan tinggi untuk 

menghasilkan guru yang dibutuhkan sekolah menengah kejuruan. Sementara untuk para 

Gubernur, Presiden mengintruksikan untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat 

untuk mendapatkan pelayanan pendidikan sekolah menengah kejuruan  yang bermutu 

sesuai dengan potensi wilayah masing-masing. (Kompas, 19/9/2016) 

1.2 Perumusan Masalah 

Luasnya wilayah Kabupaten Sidoarjo sebesar 714.243 km2 terbagi menjadi 18 

Kecamatan, dengan jumlah penduduk 2,03 juta dengan pertumbuhan sebesar -0,1 persen 

pada tahun 2020. Dengan jumlah 1,2 juta penduduk usia kerja merupakan Angkatan kerja 

yang terdiri dari penduduk yang bekerja sebesar 89,03% dan yang menganggur sebesar 

10,97%. Sementara sebanyak 585,53 ribu (32,82%) yang bukan Angkatan kerja 

(pengangguran). Tingginya angka pengangguran salah satunya disebabkan oleh faktor 

Pendidikan. Disparitas mutu pendidikan yang cukup jauh, pemerataan akses pendidikan 

khususnya pendidikan kejuruan yang sangat terbatas menjadikan pentingnya 

pembangunan sekolah kejuruan yang mendukung potensi wilayah. Dengan demikian 

rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pembangunan pendidikan 

kejuruan dalam mendukung potensi wilayah di Kabupaten Sidoarjo? 

2. Berapa besar bobot masing-masing faktor yang mempengaruhi pembangunan 

pendidikan kejuruan? 

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA 



 

 

 

2.1. Kebijakan Pembangunan Pendidikan 

Menurut Chan (2005), pendidikan merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari 

kehidupan manusia yang selalu ingin berkembang dan berubah. Pendidikan merupakan 

kebutuhan pokok, mutlak ada dan selalu diperlukan diperlukan selama ada kehidupan. 

Pemerintah membutuhkan suatu kebijakan pendidikan dalam upaya mengatur dan 

mengarahkan masyarakat sesuai kebutuhan. Kebijakan pendidikan berhubungan dengan 

keputusan - keputusan yang berkaitan dengan perbaikan dan penyempurnaan 

penyelenggaraan pendidikan (Gaffar, 2007 dalam Prasojo). Kebijakan Pendidikan 

merupakan sebagai kebijakan publik, bukan kebijakan penidikan bagian dari kebijakan 

publik.  

Tema pembangunan pendidikan jangka panjang mengacu pada Undang-Undang 

Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 

(RPJPN) Tahun 2005—2025. Tema-tema pembangunan pendidikan tiap tahap menurut 

Rencana Pembangunan Pendidikan Nasional Jangka Panjang (RPPNJP) 2005—2025 

yang diselaraskan dengan tema pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Nasional (RPJPN), ditunjukkan pada Gambar 2.1.  

Gambar 2.1 Tema Pembangunan Pendidikan 2005—2025 

Menurut Masnuh (2007), pendidikan merupakan suatu kegiatan, proses, hasil dan 

sebagai ilmu yang pada dasarnya merupakan sebagai usaha sadar yang dilakukan manusia 

sepanjang hayat guna memenuhi kebutuhan hidup. Kebijakan terbaru dari bantuan 



 

 

pendidikan, memberikan perhatian khusus untuk transisi fundamental yang dimulai pada 

1990, dan yang pindah kebijakan bantuan dan filosofi dari Pendekatan 'productivistic', 

yang menekankan dukungan untuk fisik infrastruktur untuk mendorong pertumbuhan 

ekonomi, untuk lebih 'developmentalis' perspektif pembangunan yang memberi 

penekanan yang lebih kuat untuk investasi pada Sumber daya manusia. (Nin˜o at al, 2016) 

2.2. Konsep Pengembangan Sumber daya manusia  

Ada beberapa pengertian sumber daya manusia (SDM) yaitu; dari sudut pandang 

ilmu ekonomi, SDM dapat dipandang sebagai suatu kekuatan produktif sektor-sektor 

ekonomi baik sebagai subjek maupun sasaran pembangunan ekonomi. Sedangkan dari 

sudut pandang kebudayaan, SDM merupakan subjek pembangunan yang memiliki sistem 

nilai yang berfungsi sebagai sumber penggerak pembangunan. (Suryadi, 2002)  

Berbeda dengan upaya kebijakan Negara Singapura dan Hongkong, dengan 

mendirikan pusat pendidikan yaitu sebuah platform alami untuk merekrut tenaga asing 

dalam bentuk mahasiswa dan peneliti. Singapura mengejar tujuan ini jauh lebih agresif 

daripada Hong Kong karena implikasi dari angka kelahiran menurun dan persaingan 

ekonomi terdekat di benak pengambil keputusan (Pemerintah Singapura 2013). 

Sementara itu, Hong Kong memiliki Cina Daratan untuk buffer kekurangan dalam 

perencanaan tenaga kerja di kota. (Lee, 2014).  

2.3. Pembangunan Wilayah 

Wilayah dapat diartikan sebagai suatu unit geografis yang membentuk suatu 

kesatuan, Pengertian unit geografis merujuk pada ruang (spatial) yang mengandung 

aspek fisik dan non fisik seperti ekonomi, sosial, budaya, politik, lingkungan, biologi dan 

pendidikan. Sedangkan menurut Hanafiah dalam Tarigan (2005) wilayah dapat 

dibedakan atas konsep absolut dan konsep relatif. Konsep absolut didasarkan pada 

keadaan fisik sedangkan konsep relatif selain memperhatikan faktor fisik juga 

memperhatikan fungsi sosial ekonomi dari ruang tersebut. 

Pertumbuhan ekonomi wilayah adalah pertambahan pendapatan masyarakat 

secara keseluruhan yang terjadi di wilayah tersebut, yaitu kenaikan seluruh nilai tambah 

(added value) yang terjadi. Sedangkan menurut Boediono (dalam Tarigan, 2005) 

”Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output perkapita dalam jangka panjang” 



 

 

jadi prosentase pertambahan output itu harus lebih besar daripada prosentase 

pertambahan jumlah penduduk dan ada kecenderungan dalam jangka panjang bahwa 

pertumbuhan itu akan terus berlanjut. (Tarigan, 2005) 

2.3.1. Teori Kutub Pertumbuhan (Growth Pole) 

Pusat pertumbuhan (Growth Pole) dapat diartikan dari dua sisi yaitu secara 

fungsional dan secara geografis. Secara fungsional, pusat pertumbuhan adalah suatu 

lokasi konsentrasi kelompok usaha atau cabang industri yang karena sifat hubungannya 

memiliki unsur-unsur kedinamisan sehingga mampu menstimulasi kehidupan ekonomi 

baik ke dalam maupun ke luar (daerah belakangnya). Secara geografis, pusat 

pertumbuhan adalah suatu lokasi yang banyak memiliki fasilitas dan kemudahan 

sehingga menjadi pusat daya tarik (pole of attraction) yang menyebabkan berbagai 

macam usaha tertarik untuk berlokasi di daerah tersebut dan masyarakat senang datang 

memanfaatkan fasilitas yang ada di kota tersebut, walaupun kemungkinan tidak ada 

interaksi antara usaha-usaha tersebut. (Tarigan, 2005) 

2.3.2  Teori Lokasi Model Gravitasi  

 Berdasarkan teori lokasi Model grafitasi hal yang perlu di pertimbangkan dalam 

penentuan lokasi Sekolah adalah konsep mendekatkan lokasi Sekolah dengan 

permukiman Penduduk. Sesuai model tersebut, maka lokasi Sekolah sebaiknya tidak jauh 

dari lokasi permukiman penduduk yang memiliki karakteristik sesuai. Hal ini untuk 

meminimumkan biaya transportasi dan meningkatkan minat masyarakat untuk 

menempuh pendidikan tersebut. Disamping  teori lokasi model Gravitasi teori lokasi 

menurut Losch juga relevan dijadikan pertimbangan dalam penentuan lokasi sekolah. 

(Christina, 2014) 

2.4.  Kerangka Konsep 

Dalam rangka menghadapi perekonomian global bahwa tenaga kerja akan 

mengalami persaingan internasional, maka dibutuhkan daya saing sumberdaya manusia 

Kabupaten Sidoarjo harus ditingkatkan dengan memberikan kompetensi life skill. Upaya 

ini hanya mampu dilakukan dengan memberikan pendidikan kejuruan, pendidikan 

kejuruan yang diberikan harus sesuai dengan potensi wilayah yang menjadi keunggulan 



 

 

lokal sehingga dalam upaya peningkatan pendapatan daerah tidak memerlukan sumber 

daya manusia dari luar, seperti diketahui bahwa di Kabupaten Sidoarjo sangat kaya akan 

sumberdaya alamnya.   

Dari kajian pustaka yang dilakukan tentang Pembangunan sektor pendidikan 

Kejuruan, maka dapat diturunkan faktor-faktor yang mempengaruhi Pembangunan 

Pendidikan kejuruan dalam mendukung potensi wilayah sebagai berikut : 

1. Pembangunan Pendidikan Kejuruan  

Dalam upaya menyiapkan kebutuhan Sumber Daya Manusia untuk menghadapi 

pembangunan ekonomi wilayah, dibutuhkan sumber daya manusia yang 

memiliki kompetensi untuk mendukung potensi wilayah. Pendidikan kejuruan 

merupakan langkah strategis dalam mencetak sumber daya manusia yang 

kompeten, sesuai dengan potensi wilayah. 

2. Potensi Wilayah 

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi Pembangunan Pendidikan 

Kejuruan dalam mendukung potensi wilayah.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.8. Kerangka konsep Pembangunan Pendidikan Kejuruan dalam mendukung Potensi Wilayah
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BAB 3. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan Penelitian ini sebagai 

berikut: 

1. Menentukan faktor yang mempengaruhi pembangunan pendidikan 

kejuruan dalam mendukung potensi wilayah di Kabupaten Sidoarjo. 

2. Menentukan bobot faktor yang mempengaruhi pembangunan 

pendidikan kejuruan dalam mendukung potensi wilayah. 

 

1.4  Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Praktis 

Adapun manfaat praktis dari penelitian ini yaitu untuk memetakan 

Pembangunan Pendidikan Kejuruan dalam mendukung potensi wilayah pada 

umumnya serta wilayah penelitian khususnya. 

1.4.2 Manfaat Teoritis 

 Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah untuk menambah khasanah ilmu 

dengan suatu ideal concept dalam pembangunan pendidikan kejuruan dalam 

mendukung potensi wilayah, serta sebagai bahan kajian untuk penelitian lanjutan 

yang relevan. 

 

 

 

 

 

 



 

 

BAB 4. METODE PENELITIAN 

 

4.1.  Jenis/ Macam  Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian diskriptif dan eksplorasi. 

Penelitain diskriptif yaitu penelitian yang memaparkan, menuliskan, melaporkan 

suatu peristiwa/ fenomena khususnya yaitu kondisi eksisting Kabupaten Sidoarjo. 

Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah model studi kasus yang 

berangkat dari permasalahan pembangunan pendidikan kejuruan dengan potensi 

wilayah di Kabupaten Sidoarjo. 

4.2.  Konsep dan Variabel Penelitian 

Aspek yang diteliti berasal dari tinjauan pustaka mengenai pendidikan 

kejuruan, dan potensi wilayah. Adapun variabel dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

3. Aspek potensi wilayah,  

4.  Aspek pendidikan kejuruan, Populasi dan Sampel 

4.3.  Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilaksanakan berdasarkan 2 kategori data yaitu data 

primer dan sekunder sesuai dengan kebutuhan penelitian, adapun metode 

pengumpulan data sebagaimana di jelaskan dibawah ini. 

4.4. Lokasi  Penelitian 

Lokasi penelitian merupakan suatu tempat atau wilayah dimana penelitian 

tersebut dilakukan. Adapun penelitian ini dilakukan dengan mengambil lokasi di 

Kabupaten Sidoarjo yang meliputi 18 Kecamatan. 

4.5. Analisis Data 

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisa 

perpaduan kualitatif dan kuantitatif. Analisa kuantitatif digunakan adalah analisa 

hirarki proses sedangkan kualitatif menggunakan Delphi.  

 

 



 

 

4.6. Tahapan Penelitian 

Tahapan penelitian adalah alur pengerjaan dari suatu penelitian dari awal 

hingga akhir. Adapun proses dalam input data adalah sebagai berikut: 
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BAB 5. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

5.1. Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pembangunan Sekolah Menengah 

Kejuruan Dalam Mendukung Potensi Wilayah Di Kabupaten Sidoarjo 

 

Metode yang digunakan untuk menentukan faktor yang mempengaruhi pembangunan 

pendidikan kejuruan di Kabupaten Sidoarjo adalah Analisis Delphi. Tahapan pertama  dalam 

analisis Delphi adalah analisis stakeholders yang telah dilakukan pada metodologi penelitian. 

Eksplorasi faktor yang mempengaruhi pembangunan pendidikan kejuruan dilakukan melalui 

kuesioner dan wawancara yang kemudian dilanjutkan dengan iterasi untuk mendapatkan 

kesepakatan dari semua responden terhadap faktor yang mempengaruhi pembangunan 

pendidikan kejuruan dalam mendukung potensi wilayah di Kabupaten Sidoarjo. Tahap 

selanjutnya adalah pembobotan untuk mengetahui tingkat pengaruh dan kepentingan (bobot) 

dari masing-masing yang telah dihasilkan pada iterasi pertama dan kedua. 

5.1.  Analisis Stakeholders 

Responden ahli (expert) dalam penelitian ini adalah stakeholders atau pihak-pihak yang 

terkait/berkepentingan dengan pembangunan SMK untuk mendukung potensi wilayah di 

Kabupaten Sidoarjo. Masing-masing stakeholder memiliki tingkat pengaruh dan tingkat 

kepentingan yang tidak sama. Oleh karena itu, untuk menentukan stakeholders yang sangat 

berpengaruh dan sangat penting tersebut, maka dilakukan analisis stakeholders. Menurut 

Rietbergen dkk (1998), proses analisis stakeholders dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu:  

1) Identifikasi stakeholders  

Identifikasi stakeholders yang terkait/berkepentingan dengan pembangunan SMK untuk 

mendukung potensi wilayah di Kabupaten Sidoarjo dilakukan untuk mengetahui 

wewenang dan peran (interest) masing-masing stakeholder dalam menentukan faktor yang 

mempengaruhi pembangunan SMK. Adapun responden yang telah ditentukan sebagai 

stakeholders pada penulisan ini: 

1. Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo Propinsi Jawa Timur 

Cabang Dinas Pendidikan merupakan pihak/pelaku pendidikan yang membuat 

kebijakan untuk peningkatan kualitas pendidikan khususnya pendidikan kejuruan 

(SMK) melalui penyusunan program-program pembangunan di bidang pendidikan 

kejuruan dan memberikan pertimbangan tentang jenis program keahlian yang ada pada 

SMK. 
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2. BAPPEDA Kabupaten Sidoarjo 

Badan Pemerintahan Daerah (BAPPEDA) merupakan pihak pemerintah yang 

merumuskan kebijakan umum perencanaan pembangunan (ekonomi, sosial, budaya) 

di daerah, termasuk pembangunan pendidikan kejuruan. 

3. Siswa SMP kelas IX di salah satu SMP di Kabupaten Sidoarjo 

Siswa SMP kelas IX merupakan pihak yang akan memasuki pendidikan jenjang 

SMA/SMK. 

4. Dinas Perindustrian Perdagangan dan Penanaman Modal Daerah 

Dinas Perindustrian Perdagangan dan Penanaman Modal Daerah merupakan pihak 

yang memberikan modal atau investasi usaha wilayah dan mempromosikan produk 

potensi wilayah. 

5. Organisasi Kemasyarakatan 

Organisasi kemasyarakatan dalam hal ini diwakili oleh Dewan pendidikan  di 

Kabupaten Sidoarjo merupakan pihak yang memberikan informasi dan masukan 

tentang permasalahan-permasalahan pendidikan  yang ada di daerah serta 

memonitoring dan evaluasi pelaksanaan pendidikan di Kabupaten Sidoarjo. 

6. Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Kabupaten Sidoarjo 

KADIN merupakan pihak yang mengetahui kondisi perindustrian dan perdagangan  

yang berhubungan juga dengan potensi wilayah di Kabupaten Sidoarjo. 

7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tk. II Komisi D (pendidikan) Kabupaten 

Sidoarjo 

Komisi D merupakan pihak yang menyetujui dan menetapkan program-program 

pembangunan pendidikan di Kabupaten Sidoarjo. 

8. Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Timur (Bidang Pendidikan Kejuruan dan 

Perguruan Tinggi) 

Pemegang kewenangan dalam perencanaan dan Pembangunan Pendidikan Kejuruan di 

Propinsi Jawa Timur. 

2) Penilaian dampak yang diperoleh berdasarkan interest stakeholder 

Penilaian tingkat pengaruh interest stakeholder bisa positif dan bisa negatif, dimana nilai 

positif apabila interest stakeholder memiliki pengaruh dan negatif apabila interest 

stakeholder tidak berpengaruh. 

3) Penilaian tingkat pengaruh dan tingkat kepentingan stakeholder 



 

14 

 

Berdasarkan interest masing-masing stakeholder dalam pembangunan infrastruktur 

pendidikan di wilayah Kabupaten Sidoarjo, maka dilakukan penilaian tingkat pengaruh 

dan tingkat kepentingan dari masing-masing stakeholder dengan metode skoring. 

Besarnya skor yang diperoleh sesuai dengan tinggi rendahnya tingkat pengaruh dan 

kepentingan dari masing-masing stakeholder. Faktor skor terlihat pada Tabel 5.1. berikut 

ini. 

    Tabel 5.1. Faktor Skor dalam Analisis Stakeholders 

Skor Tingkat Pengaruh Tingkat Kepentingan 

0 Tidak diketahui pengaruhnya Tidak diketahui kepentingannya 

1 Kecil/tidak ada pengaruh Kecil/tidak penting 

2 Agak berpengaruh Agak penting 

3 Berpengaruh Penting 

4 Sangat berpengaruh Sangat penting 

5 Sangat berpengaruh sekali Sangat penting sekali 

   Sumber: Rietbergen dkk, 1998 

4) Pengelompokkan stakeholder  

Berdasarkan tingkat kepentingan dan pengaruh dalam pembangunan sekolah menengah 

kejuruan untuk mendukung potensi wilayah di Kabupaten Sidoarjo, stakeholder 

dikelompokkan sesuai tingkat pengaruh dan kepentingan masing-masing stakeholder hasil 

dari skoring. Stakeholder yang dijadikan responden adalah stakeholder yang memiliki 

tingkat pengaruh “sangat berpengaruh” atau “sangat berpengaruh sekali” dan memiliki 

tingkat kepentingan “sangat penting” atau “sangat penting sekali”. Berdasarkan hasil 

analisis stakeholder, dari 9 stakeholder terpilih 6 stakeholder. Adapun stakeholder yang 

terpilih menjadi responden pada penelitian ini adalah: 

1. Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo 

2. DPRD komisi D Kabupaten Sidoarjo 

3. Dewan Pendidikan Kabupaten Sidoarjo 

4. BAPPEDA Kabupaten Sidoarjo 

5. Bidang Pendidikan Kejuruan dan Perguruan Tinggi Dinas Pendidikan 

Provinsi Jawa Timur. 

5.2. Tahap Eksplorasi Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembangunan Sekolah 

Menengah Kejuruan Dalam Mendukung Potensi Wilayah Di Kabupaten Sidoarjo 

 

1. Pada bagian ini, akan dipaparkan proses eksplorasi dan penggalian pendapat 

terhadap faktor yang mempengaruhi pembangunan pendidikan kejuruan di 

Kabupaten Sidoarjo beserta hasil rangkumannya. Penggalian pendapat tersebut 



 

15 

 

diperoleh dari para responden yang mengetahui dan berperan dalam kebijakan 

pendidikan SMK di Kabupaten Sidoarjo terkait dengan pembangunan SMK dalam 

mendukung potensi wilayah .  Selanjutnya dilakukan analisis tahap dua berupa 

iterasi  yang dilakukan berdazsarkan hasil analisis yang dilakukan sebelumnya. 

Hasil dari tahap ini akan digunakan untuk menentukan lokasi Pembangunan SMK 

dalam mendukung potensi wilayah yang tepat guna mendukung ekonomi 

masyarakat di sekitar sekolah.  

2. Proses eksplorasi dilakukan dengan melibatkan responden yang telah ditetapkan 

sebelumnya. Responden merupakan stakeholders  yang paham serta mengetahui 

perkembangan pelaksanaan pendidikan kejuruan dan potensi wilayah di Kabupaten 

Sidoarjo. Eksplorasi dilakukan dengan cara wawancara menggunakan kuisioner 

yang berisi faktor yang mempengaruhi pembangunan SMK dari hasil kajian 

pustaka. Hasil pengolahan eksplorasi faktor tahap pertama didapatkan faktor yang 

mempengaruhi pembangunan SMK dalam mendukung potensi wilayah di 

Kabupaten Sidoarjo. Simpulan dari hasil tahap eksplorasi adalah sebagai berikut: 

3. Faktor yang mempengaruhi pembangunan sekolah menengah kejuruan dalam 

mendukung potensi wilayah di Kabupaten Sidoarjo berdasarkan variabel yang 

didapatkan dari dasar teori adalah: 

1. Jumlah Penduduk 

Banyaknya jumlah penduduk merupakan komponen dasar dalam parameter rencana 

pembangunan unit sekolah menengah atas kejuruan yang baru. Jumlah penduduk 

meliputi jumlah penduduk di suatu wilayah yang sebagian besar bermata 

pencaharian sebagai mana potensi wilayah daerah sehingga mendukung 

peningkatan pendapatan perkapita daerah. Selain itu juga banyaknya calon siswa 

yang akan bersekolah tingkat atas sebagai calon partisipan SMK yang akan 

didirikan. Banyaknya partisipan pendidikan dapat menunjukkan kondisi wilayah 

tersebut apakah cukup efektif jika dibangun unit sekolah yang baru. Pada variabel 

ini, faktor yang mempengaruhi penentuan lokasi pembangunan SMK dalam 

mendukung potensi wilayah di Kabupaten Sidoarjo berdasarkan jawaban 

responden, yaitu: 

a. Jumlah penduduk yang mempunyai mata pencaharian terkait atau 

mengelola sumberdaya alam 

Mayoritas mata pencaharian penduduk di suatu wilayah dapat menyatakan 

tingkat keinginan dan keterampilan masyarakat di wilayah tersebut terhadap 

suatu jenis pekerjaan. Semakin banyak masyarakat di suatu daerah yang 
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berprofesi sesuai dengan potensi daerahnya dapat menyatakan minat masyarakat 

dalam bidang dalam mendukung potensi wilayah. Sehingga wilayah tersebut 

potensial untuk lokasi pembangunan SMK baru dengan konsentrasi di bidang 

dalam mendukung potensi wilayah di Kabupaten Sidoarjo. 

 

b. Jumlah siswa SMP 

Jumlah siswa SMP diperuntukkan mengetahui kebutuhan sekolah menengah 

atas untuk beberapa tahun ke depan. Hal tersebut agar SMK dalam mendukung 

potensi wilayah baru yang akan didirikan dapat eksis lebih lama. Jangan sampai 

setelah beberapa tahun sekolah tersebut tidak dapat beroperasi karena 

kekurangan jumlah siswa. Faktor ini diperlukan mengingat program pemerintah 

tentang keluarga berencana dikhawatirkan jumlah anak semakin sedikit, 

sehingga ke depannya jumlah calon murid SMA/SMK juga semakin berkurang. 

2. Jangkauan Pelayanan (jarak) 

Pelayanan sekolah menengah atas didasarkan pada standar radius lokasi sekolah 

dengan permukiman penduduk. Radius pelayanan yang sesuai menunjukkan jarak 

untuk mencapai sekolah. Faktor yang mempengaruhi penentuan lokasi 

Pembangunan SMK dalam mendukung potensi wilayah di Kabupaten Sidoarjo 

yang berkaitan dengan radius pelayanan sekolah sebagai berikut: 

• Jarak antara pusat kecamatan dengan pemukiman desa  

Lokasi pembangunan SMK yang baru difokuskan pada pusat wilayah kecamatan 

sebagai pusat kegiatan ekonomi dan pemerintahan. Sehingga jarak yang 

dimaksudkan adalah jarak antara pusat kecamatan dengan pemukiman 

penduduk desa. Lokasi sekolah baru yang lebih jauh menyebabkan murid lebih 

sulit untuk menjangkau lokasi sekolah sehingga mempengaruhi siswa dan orang 

tua siswa dalam pemilihan sekolah ketika kenaikan tingkatan sekolah dari 

sekolah menengah pertama sederajad ke sekolah menengah atas sederajad. Oleh 

karena itu, jarak pusat kecamatan dengan pemukiman penduduk desa harus 

menjadi salah satu faktor yang harus diperhatikan. 

▪ Jarak antara SMK dengan jangkauan angkutan umum 

Aksibilitas siswa ke sekolah merupakan faktor yang penting karena kemudahan siswa 

dalam mencapai lokasi sekolah juga berpengaruh dalam masyarakat memilih sekolah. 
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3. Kondisi Lahan  

Merupakan keadaan lahan yang akan digunakan sebagai lokasi pembangunan 

gedung SMK dalam mendukung potensi wilayah di Kabupaten Sidoarjo. Kondisi 

lahan yang dimaksudkan adalah lahan bukan merupakan daerah rawan bencana. 

Lokasi Pembangunan SMK harus aman dari segala jenis bencana alam seperti 

banjir, longsor dan bencana lainnya agar proses belajar dapat berjalan dengan baik 

dan nyaman. 

4. Tingkat Aksesibilitas (transportasi) 

Merupakan tingkat kemudahan siswa untuk mencapai sekolah. Berdasarkan 

wawancara dengan responden, yang menjadi faktor yang mempengaruhi 

pembangunan SMK dalam mendukung potensi wilayah di Kabupaten Sidoarjo 

sebagai berikut: 

a. Jaringan Jalan 

Suatu wilayah yang sesuai untuk lokasi pembangunan unit sekolah baru adalah 

yang memiliki jalan yang baik. Jaringan jalan dijadikan salah satu faktor karena 

tingkat kerusakan jalan di setiap daerah berbeda-beda ditiap kecamatan. 

b. Sarana dan Prasarana Angkutan Umum 

Salah satu faktor yang mempengaruhi penentuan lokasi pembangunan SMK dalam 

mendukung potensi wilayah di Kabupaten Sidoarjo adalah sarana transportasi. 

Adanya angkutan menunjukkan akses wilayah tersebut cukup baik sehingga dapat 

mempermudah siswa untuk mencapai lokasi sekolah. Kondisi di Sidoarjo, tidak 

semua wilayah dilewati angkutan umum, sehingga faktor ini penting dalam 

pemilihan lokasi pembangunan SMK baru. 

5. Harga Lahan 

Harga lahan dijadikan salah satu faktor karena ntuk merealisasikan pembangunan 

Sekolah Menengah Kejuruan dibutuhkan Anggaran biaya yang cukup besar, 

sehingga diupayakan mencari lahan yang murah karena sekolah kejuruan sangat 

membutuhkan lahan yang cukup luas. Diharapkan lahan yang murah dapat 

merealisasikan pembangunan sekolah kejuruan dengan luasan yang ideal sesuai 

kebutuhan program keahlian yang dibuka. 

6. Peruntukan Lahan 

Peruntukan lahan cukup penting untuk melihat masterplan dan RT/RW Kabupaten, 

jangan sampai pembangunan SMK menutup lahan pemukiman ataupun tataguna 
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lainnya kecuali ada pertimbangan Pemda dengan amdalnya cukup memenuhi 

syarat. 

7. Distribusi Sekolah Menengah Kejuruan 

Distribusi sekolah menengah kejuruan merupakan faktor yang berpengaruh karena 

terkait pemerataan akses mendapatkan pendidikan dengan sebaran wilayah dan 

jumlah penduduk, sehingga jika wilayah tersebut sudah terdapat SMK maka 

direkomendasikan untuk membuka program keahlian yang dibutuhkan terkait 

potensi wilayahnya saja tidak perlu membangun SMK baru jika memungkinkan. 

8. Potensi Sumber Daya Alam Sidoarjo 

Konsentrasi dari suatu sekolah menengah kejuruan sangat ditentukan oleh potensi 

wilayah dan perkembangan perekonomian di suatu wilayah tertentu. Minat 

masyarakat terhadap suatu pendidikan sangat dipengaruhi oleh besarnya peluang 

ilmu tersebut dibutuhkan di dunia usaha. Potensi terbesar yang ada di Kabupaten 

Sidoarjo adalah hasil produksi sumber daya alam yang menjadi potensi wilayah. 

Oleh karena itu dengan besarnya potensi sumberdaya alam tersebut dapat menarik 

minat masyarakat terhadap SMK dalam mendukung potensi wilayah. Dari hasil 

wawancara dengan responden, yang menjadi faktor yang mempengaruhi 

pembangunan SMK dalam mendukung potensi wilayah di Kabupaten Sidoarjo 

yang adalah sebagai berikut:  

▪ Hasil produksi perikanan/budidaya air tawar di suatu wilayah tiap tahun 

Merupakan wilayah tambak yang menghasilkan produksi ikan air tawar di Kabupaten 

Sidoarjo. Semakin besar produksi ikan air tawar di suatu wilayah, diharapkan 

masyarakat semakin sadar akan perlunya pendidikan tentang hasil pengolahan ikan 

menjadi produk olahan siap saji agar hasil alam mereka dapat diproses secara maksimal 

sehingga keuntungan masyarakat juga semakin meningkat. 

▪ Hasil produksi kerajinan tangan dan home industry di suatu wilayah tiap 

tahun 

Jenis-jenis kerajinan tangan dan home industry yang ad di wilayah Kabupaten Sidoarjo 

antara lain; kerajinan tas, sepatu dan hiasan rumah. Besarnya hasil produksi kerajinan 

menunjukkan potensi wilayah tersebut. 

Sedangkan faktor – faktor yang mempengaruhi lokasi pembangunan SMK dalam 

mendukung potensi wilayah di Kabupaten Sidoarjo yang muncul dari hasil wawancara dengan 

responden adalah: 
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9. Adanya komitmen pengambil kebijakan 

Pemerintah memiliki kewenangan yang besar untuk mengambil suatu kebijakan. Dalam 

pengambilan suatu kebijakan dituntut adanya komitmen politik untuk benar-benar tercapainya 

tujuan dari kebijakan tersebut. Tanpa adanya unsur political will ini, mustahil berbagai inisiatif 

kebijakan yang diambil dapat berjalan dengan mulus. Karena budaya birokrasi cenderung 

bekerja berdasarkan model manajemen top down, maka jelas dukungan yang efektif harus 

dimulai dari para pimpinan pemerintahan yang berada pada level tertinggi (Presiden dan para 

pembatunya – Menteri) sebelum merambat ke level-level di bawahnya. 

Political will pemerintah mengarahkan suatu kebijakan tetap berada dalam garis yang 

yang telah ditetapkan dan terlaksana secara konsisten. Bentuk dari adanya komitmen politik 

dapat tercermin dari diciptakannya suatu landasan hukum pendukung terlaksananya suatu 

program kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Peraturan-peraturan hukum memberikan 

kepastian dan kejelasan tentang berjalannya program. 

Selain dibentuknya peraturan-peraturan, support juga melihat infrastruktur yang ada 

sebagai salah satu hal yang dapat mendukung tercapainya suatu kebijakan. Sarana dan 

prasarana infrastruktur seperti pembangunan gedung, jalan, jembatan dan jaringan komunikasi 

mampu memberikan kontribusi yang signifikan bagi berjalannya program kebijakan publik. 

Bagian elemen support ketiga adalah proses komunikasi. Komunikasi dilakukan oleh 

pemerintah untuk memberikan informasi kepada publik mengenai kebijakan yang sedang 

berjalan. Secara umum, proses komunikasi ini dijalankan dengan memberikan sosialisasi 

kepada masyarakat melalui forum formal, iklan, diskusi publik, dan sebagainya dengan 

menggunakan sarana berbagai media masa. Sosialisasi untuk memberikan pemahaman kepada 

masyarakat supaya dapat menerima dan memperoleh informasi dari kebijakan. Selain itu, juga 

dapat mengurangi resistensi yang ada ditengah masyarakat akibat adanya kebijakan tersebut. 

10.   Partisipasi masyarakat 

Partisipasi adalah keterlibatan suatu individu atau kelompok dalam pencapaian tujuan 

dan adanya pembagian kewenangan atau tanggung jawab bersama. Partisipasi masyarakat 

mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat dalam upaya 

meningkatkan proses belajar masyarakat; mengarahkan masyarakat menuju masyarakat yang 

bertanggung jawab; mengeliminasi perasaan terasing sebagian masyarakat serta menimbulkan 

dukungan dan penerimaan dari pemerintah.  

Partisipasi masyarakat memiliki banyak bentuk, mulai dari keikutsertaan langsung 

masyarakat dalam program pemerintahan maupun yang sifatnya tidak langsung, seperti 

sumbangan dana, tenaga, pikiran, maupun pendapat dalam pembuatan kebijakan pemerintah. 

Namun demikian, ragam dan kadar partisipasi sering kali ditentukan secara masif yakni dari 
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banyaknya individu yang dilibatkan. Padahal partisipasi masyarakat pada hakikatnya akan 

berkaitan dengan akses masyarakat untuk memperoleh informasi. Hingga saat ini partisipasi 

masyarakat masih belum menjadi kegiatan tetap dan terlembaga khususnya dalam pembuatan 

keputusan. Sejauh ini, partisipasi masyarakat masih terbatas pada keikutsertaan dalam 

pelaksanaan program-program atau kegiatan pemerintah, padahal partisipasi masyarakat tidak 

hanya diperlukan pada saat pelaksanaan tetapi juga mulai tahap perencanaan pengambilan 

keputusan.  

11.   Sumber daya manusia pengelola SMK 

Faktor-faktor  yang merupakan cerminan kualitas SDM seseorang agar dapat disebut 

manusia terpuji atau seseorang dengan kualitas SDM tinggi. Berturut-turut seseorang akan 

dapat dikategorikan telah mempunyai kualitas SDM di tingkatan mana (rendah, sedang atau 

tinggi) sesuai dengan seberapa banyak dia telah memenuhi faktor yang terdapat dalam indikator 

kinerja.  

1) Memiliki  rasa  malu 

Kita bisa saksikan betapa tidak malunya, ketika seorang aparatur Negara sudah 

jelas-jelas salah di tingkat pengadilan, tapi tetap saja berkuasa dan bertahan untuk 

menjabat dan dengan dinginnya menyatakan bahwa ia tidak bersalah. Bahkan yang diduga 

keras melakukan kejahatan HAM (sedang dalam peradilan) juga tetap menjabat dan masih 

mendapat dukungan luas. Padahal budaya malu di negara-negara maju masih menjadi 

pegangan masyarakatnya. Ketika di sana seorang pejabat publik baru terkena isu negatif 

saja, maka secara ksatria (sportif) dia mengundurkan diri (apalagi kalau sudah diadili dan 

diputuskan oleh pengadilan). 

2) Amanah (jujur, bertanggung jawab dan dapat dipercaya) 

Meskipun saat ini kejujuran sudah dianggap sesuatu yang sangat langka, bahkan 

aneh jika dilakukan seseorang, tetapi tetap saja ia dianggap sebagai tolok ukur tingkat 

kualitas, keberadaban atau bahkan kemuliaan seseorang. Itulah sebabnya akan tetap 

menimbulkan decak kagum masyarakat, ketika mendengar cerita tentang kondisi pejabat 

tinggi yang hidupnya tetap sederhana, karena selama ini dia hanya mengandalkan gaji, 

padahal peluang untuk  kaya (dengan KKN) terbuka lebar. Kedengarannya memang aneh, 

aparatur dengan kehidupan sederhana saja kok dikagumi. Tetapi itulah kenyataan yang 

terjadi. Kemelaratan dalam hal ini tentu sangat berbeda dengan orang melarat kebanyakan, 

yang memang kecil peluangnya (lewat cara-cara yang jujur maupun KKN) untuk bisa 

menjadi kaya. 
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3) Kompeten terhadap bidang keahliannya 

Pengelola sekolah dicarikan orang yang kompeten dibidangnya artinya jika bekerja 

dibidang administrasi dia harus ahli dalam administrasi, jika dibidang keuangan maka dia 

harus ahli dalam bidang keuangan dan tidak kalah penting jika menjadi staf pengajar maka 

kompetensi sesuai bidangnya sangat diharuskan, karena pendidikan kejuruan adalah 

pendidikan yang memberikan keterampilan hidup maka para lulusan wajib kompeten 

terhadap program keahlian yang dia butuhkan. 

4) Tidak mengeluh dalam menjalankan pekerjaan 

Secara sepintas seperti tidak ada hubungan antara mengeluhnya penyelenggara 

birokrasi publik dengan kegiatan pelayanan publik. Padahal sangat erat kaitannya. Sebab 

bagaimana dia akan mampu memberikan pelayanan maksimal (yang baik) kepada 

masyarakat, jika untuk mengatasi persoalan sendiri saja tidak mampu (tipe yang selalu 

mengeluh). Padahal pengelola sekolah merupakan tugas pelayan masyarakat, seharusnya 

justru sebagai tempat mengadu (menerima keluhan) bagi rakyat. Oleh sebab itu, syarat 

pertama bagi pengelola sekolah kejuruan adalah harus memiliki kelebihan dibanding 

rakyat yang akan dilayani. Sedangkan salah satu indikator penting bahwa dia telah 

memiliki kemampuan lebih dibanding rakyat kebanyakan adalah dapat dilihat dari sering 

tidaknya dia mengeluh. 

5) Tidak Emosional (bertindak berdasar cinta kasih dan keikhlasan) 

Ketika seseorang sedang menghadapi situasi yang menjengkelkan, menyebalkan, 

kesal atau bahkan menyinggung harga dirinya, maka pada umumnya orang akan 

emosional dan bisa melakukan tindakan-tindakan di luar kendalinya. Sedangkan bagi 

mereka yang tidak temperamental, biasanya akan lari, sembunyi, menangis dan akan 

memendam perasaan jengkel dan kesalnya, yang tanpa disadari akan dapat menumbuhkan 

rasa dendam. 

Meskipun ini kejadian umum dan setiap hari mudah disaksikan entah di rumah, di 

sekolah, di tempat pekerjaan, tetapi semua tindakan emosional tersebut tetap saja oleh 

orang lain (yang sedang tidak emosional) dianggapnya sebagai indikator ketidak-

dewasaan seseorang.  
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6) Tidak melanggar HAM 

Sejak ditetapkannya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pada tahun 1943, 

Majelis Umum PBB telah menetapkan sejumlah deklarasi atau konvensi yang terpusat 

pada perihal hak asasi manusia. Deklarasi ini terdiri dari mukadimah dan 30 pasal yang 

mengatur HAM dan kebebasan dasar, dimana semua laki-laki dan perempuan di mana saja 

di dunia mempunyai hak atasnya tanpa diskriminasi. Sementara itu untuk mengetahui 

seseorang telah melanggar HAM atau tidak, secara formal tentu harus dilakukan setelah 

ada keputusan pengadilan. 

5.3. Hasil Iterasi Analisis Delphi Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pembangunan 

Sekolah Menengah Kejuruan Dalam Mendukung Potensi Wilayah Di Kabupaten 

Sidoarjo 

 

Tahapan iterasi pada analisis Delphi ada dua. Iterasi tahap pertama digunakan untuk 

memperoleh pendapat responden terhadap faktor yang dilemparkan. Sedangkan tahap iterasi 

kedua dilakukan untuk mendapatkan keseragaman pendapat dari responden. Hasil iterasi 

terakhir akan menghasilkan faktor-faktor yang mempengaruhi penentuan lokasi Pembangunan 

SMK di Kabupaten Sidoarjo yang disepakati oleh semua responden. Hasil dari iterasi tahap 

pertama dapat dilihat pada Tabel 5.2.  

 

Tabel 5.2. Hasil iterasi tahap pertama factor-faktor yang mempengaruhi 

pembangunan sekolah menengah kejuruan dalam mendukung potensi 

wilayah di Kabupaten Sidoarjo 
 

No. 
Faktor 

 A B C D E 

  

1. Jarak lokasi SMK dengan pemukiman S TS S S S 

2. Jumlah penduduk mata pencaharian S TS S S S 

3. Jumlah siswa SMP S S S S S 

4. Kondisi jaringan jalan di lokasi SMK S S S S S 

5. Tersedianya prasarana angkutan umum S S S S S 

6. Harga lahan di lokasi S S S S S 

7. Kondisi lahan (rawan bencana) S S S S S 

8. Peruntukan lahan S S S S S 

9. Jumlah SMK di setiap wilayah S S S S S 

10. Hasil produksi SDA S S S S S 

11. Faktor lain 
K PM 

K 

M 

SDM 
LS K 

  Sumber: Hasil Analisis, 2022 
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Keterangan: 

S : Setuju 

TS : Tidak Setuju 

K : Komitmen pengambil kebijakan 

PM : Partisipasi Masyarakat 

M : Pola pikir masyarakat belum baik 

SDM : SDM pengelola sekolah 

LS : Life skill (program keahlian memberikan keterampilan hidup) 

Responden yang digunakan dalam penilitian ini ada 6 responden, yaitu: 

Responden A : Kepala Bidang Dikmenjur Dinas Pendidikan Prop. Jatim  

Responden B  : Kepala BAPPEDA Kabupaten Sidoarjo 

Responden C : Kepala Cabang Dispendik Wilayah Kabupaten Sidoarjo Propinsi 

Jawa Timur  

Responden D    : Ketua Komisi D (Pendidikan) DPRD Kabupaten Sidoarjo 

Responden E   : Dewan Pendidikan Kabupaten Sidoarjo  

 

Dari hasil iterasi I terlihat belum adanya keseragaman responden mengenai faktor yang 

mempengaruhi pembangunan SMK berdasarkan potensi wilayah, sehingga dilakukan 

iterasi II. Adapun hasil iterasi II dapat dilihat seperti pada Tabel 5.3. 

Tabel 5.3.  Hasil iterasi tahap kedua faktor-faktor yang mempengaruhi 

pembangunan sekolah menengah kejuruan dalam mendukung potensi 

wilayah di Kabupaten Sidoarjo 
 

No. Faktor 
Responden (SS/S/TS/STS) 

A B C D E 

 Berdasarkan hasil iterasi kedua dengan 6 responden, didapatkan sebagian besar 

responden sependapat jika faktor yang mempengaruhi pembangunan sekolah 

menengah kejuruan dalam mendukung potensi wilayah di Kabupaten Sidoarjo 

sebagai berikut : 

1. Jarak lokasi SMK dengan pemukiman S S S S S 

2. 
Jumlah penduduk yang mata 

pencahariannya berkaitan dg SDA 
S S S S S 

3. 
Jumlah siswa SMP yang ada di sekitar 

lokasi Pembangunan SMK 
S S S S S 

4. 
Kondisi jaringan jalan di  lokasi 

Pembangunan SMK 
S S S S S 

5. Tersedianya prasaran angkutan umum S S S S S 

6. Harga lahan di lokasi yg dibangun S S S S S 
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7. Kondisi lahan (rawan bencana) S S S S S 

8. Peruntukan lahan S S S S S 

9. Jumlah SMK di setiap wilayah S S S S S 

10. Hasil produksi SDA S S S S S 

11. Partisipasi masyarakat S S S TS S 

12. Komitmen pembuat kebijakan S S S S S 

13. SDM pengelola SMK S S S S S 

Sumber: Hasil Analisis, 2022 

Keterangan: 

S : Setuju 

TS : Tidak Setuju 

Berdasarkan hasil analisis Delphi pada iterasi II seperti pada Tabel 4.3 terlihat 

bahwa sudah menunjukkan kesepakatan dari semua stakeholder maka dapat diambil 

kesimpulan bahwa faktor-faktor yang  mempengaruhi pembangunan SMK dalam 

mendukung potensi wilayah di Kabupaten Sidoarjo adalah sebagai berikut: 

1) Radius Pelayanan/jarak (Service range) 

Jarak lokasi sekolah dengan pemukiman, menurut teori infrastruktur sosial fasilitas 

pendidikan berupa sekolah merupakan salah satu bentuk infrastruktur sosial yang 

disediakan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dari masyarakat yang 

tidak dapat dipenuhi sendiri oleh masyarakat. Pendistribusian infrastruktur sosial berupa 

sekolah, khususnya sekolah menengah kejuruan, terdapat 4 (empat) hal pokok yang 

berpengaruh; yaitu 1) jarak tempat tinggal dengan sekolah yang berada ± antara ¾ 

sampai 1 mil, 2) jarak ini dianggap merupakan jarak maksimal, 3) dalam kepadatan 

penduduk yang cukup tinggi, area perkotaan terletak pada jarak tempuh dengan berjalan 

kaki yang paling maksimal. Dalam eksplorasi faktor jarak terdapat satu stake holder 

yang tidak setuju, setelah ditanyakan alasannya jika faktor jarak lebih dari 10 km, 

artinya parameter dekat dengan 4 klasifikasi masih di bawah 10 km. sementara salah 

satu stake holders menyatakan lebih dari 10 km faktor jarak sudah tidak masuk dalam 

jangkauan pelayanan. Hal ini dapat dikaitkan dengan teori gravitasi semakin dekat jarak 

lokasi dengan pemukiman maka semakin kuat daya tariknya atau motivasi masyarakat 

untuk masuk sekolah tersebut. 
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2) Jumlah penduduk (total population) 

a. Jumlah penduduk yang mata pencahariannya terkait SDA 

Semakin banyak jumlahnya maka semakin besar minat masyarakat. Dalam teori 

infrastruktur sosial dan ekonomi dikatakan fasilitas pendidikan dibangun dalam upaya 

untuk meningkatkan perkembangan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. 

Peningkatan kehidupan sosial dan ekonomi sangat erat dengan mata pencaharian atau 

pekerjaan masyarakat desa. Mata pencaharian masyarakat desa lebih banyak pada usaha 

yang berkaitan dengan potensi wilayah, seperti, Nelayan, pertanian, tambak, 

perkebunan. Sangatlah tepat jika pendidikan kejuruan dibuka di wilayah dengan mata 

pencaharian berkaitan dengan potensi wilayah sebagai dasar menentukan kompetensi 

keahlian, agar produktivitas dari usaha masyarakat meningkat dari produksi bahan 

mentah menjadi produksi olahan yang siap kirim ke daerah perkotaan. Hal ini sangat 

didukung oleh teori pembangunan pendidikan berkelanjutan (Education Sustainable 

Development) kecenderungan antropolog menganalisis situasi di daerah Negara 

berkembang, menambahkan data berharga tentang bagaimana ESD di Negara 

berkembang berbeda dari yang dikembangkan. Antropolog menawarkan kritikan dari 

pendidikan kejuruan pada umumnya dan pembangunan berkelanjutan khususnya yang 

dipaksakan ke daerah-daerah Negara berkembang oleh rezim neo-kolonial. Demikian 

juga juga jumlah siswa SMP. 

b. Jumlah siswa SMP yang ada di sekitar lokasi Pembangunan SMK  

Siswa SMP merupakan input dari sekolah kejuruan (SMK) karena itu sangat 

diharapkan kuantitasnya yang cukup besar untuk berpartisipasi dalam rangka 

keberlanjutan sekolah menengah kejuruan di daerah, tentunya faktor jumlah dan jarak 

sangat menentukan. Dalam teori pendekatan pengembangan pendidikan merupakan 

pendekatan kebutuhan sosial yaitu pendekatan berdasarkan kebutuhan masyarakat, 

masyarakat membutuhkan sumberdaya manusia untuk mengembangkan 

produktivitasnya dalam mata pencaharian. Ada upaya untuk meningkatkan hasil 

produksi mentah menjadi olahan. 

 

 

 

 



 

 

 

134 

3) Aksesibilitas (Accessibility) 

a. Ketersedianya prasaran angkutan umum 

Dalam teori infrastruktur sosial prasarana angkutan dan jaringan jalan merupakan 

tanggungjawab pemerintah, angkutan umum ini sangat dibutuhkan warga dalam rangka 

akses menuju ke sekolah dapat ditempuh dengan cepat dan murah.  

b. Kondisi jaringan jalan di  lokasi pembangunan SMK 

Kondisi jaringan jalan merupakan prasarana akses menuju lokasi sekolah supaya 

cepat dan mudah dijangkau. Dalam teori infrastruktur social, penyediaan jaringan jalan 

merupakan tanggungjawab pemerintah sehingga lokasi sekolah mudah dijangkau oleh 

masyarakat di daerah. 

4) Harga lahan (the price of land) 

Untuk melihat kemampuan dalam pembangunan SMK maka harga lahan menjadi 

penentu dalam menyusun anggaran biaya. Sekolah menengah kejuruan sangat 

membutuhkan lahan yang luas, dikarenakan banyaknya bengkel ataupun laboratorium 

praktik, karena itu untuk memenuhi kebutuhan luas lahan yang dibutuhkan maka harga 

lahan menjadi faktor penentu terealisasinya pembangunan sekolah menengah kejuruan. 

Disamping harga terjangkau juga pertimbangan rawan bencana. Kedua faktor ini sangat 

berkaitan erat karena harga lahan murah biasanya kondisi lahan tersebut kurang baik 

bias saja daerah rawan banjir ataupun longsor. Karena itu, kenyaman dari proses belajar 

mengajar harus tetap terjaga. 

5) Kondisi lahan/rawan bencana (disaster prone) 

Salah satu kenyamanan dalam belajar menjadi faktor penentu adalah lahan bebas 

dari ancaman bencana, baik banjir ataupun longsor. Disamping pertimbangan rawan 

bencana juga harga lahan maka dapat disimpulkan sebagai bahan pertimbangan dalam 

membuat rencana anggaran biaya pembangunan sekolah menengah kejuruan.  

6) Peruntukan lahan (land use) 

Lokasi lahan yang akan dibangun tidak boleh bertentangan dengan RT/RW yang 

telah dibuat Pemerintah Daerah, karena itu peruntukan lahan menjadi penentu lokasi 

pembangunan SMK. Peruntukan lahan sesuai kebijakan penataan kabupaten menjadi 

klaster fasilitas umum. Lokasi sekolah hanya dimungkinkan untuk tutupan lahan pada 

daerah perkebunan serta lahan pemukiman. Untuk lahan sawah dan tambah tidak 



 

 

 

135 

direkomendasikan, baik secara struktur bangunan berimplikasi mahal ataupun dapat 

mengurangi produktivitas masyarakat dalam sektor basis yang dapat menopang APBD 

daerah yang dapat dikembangkan lebih baik lagi. 

7) Jumlah SMK di setiap wilayah (distribution of vocational high schools) 

Jumlah SMK di suatu wilayah menjadi parameter pemerataan akses pendidikan 

kejuruan, sehingga distribusi SMK di suatu wilayah menjadi penentu lokasi 

pembangunan SMK. Dalam teori aglomerasi terdapat jangkauan pelayanan yang 

mampu dilayani karena faktor ini juga memperhatikan jumlah penduduk. Dalam standar 

sarana pendidikan yang ditetapkan oleh departemen pekerjaan umum minimal 2 (dua) 

sekolah menengah pertama atau 6 (enam) sekolah dasar harus dibangun 1 (satu) sekolah 

menengah atas atau setara dengan jumlah penduduk 9600 jiwa. Pemerataan terhadap 

jangkauan pelayanan pendidikan ini juga harus diperhatikan oleh sebab itu distribusi 

menjadi faktor penentu dalam pentuan lokasi pembangunan sekolah menengah 

kejuruan. 

8) Hasil produksi SDA (natural resources of production) 

Hasil produksi terkait pengelolaan potensi wilayah pada tiap tahun, semakin besar 

produksi menjadi parameter semakin besar potensi tersebut di suatu wilayah. Dalam 

teori kutub pertumbuhan (growth pole theory) terdapat hubungan internal dari berbagai 

macam kegiatan yang memiliki nilai ekonomi. Hubungan internal sangat menentukan 

dinamika suatu daerah, adanya keterkaitan antara satu sector dengan sector lainnya 

sehingga apabila ada satu sector yang tumbuh akan mendorong pertumbuhan sector 

lainnya karena saling terkait. Sector yang tumbuh tersebut disebut sector unggulan. 

Dengan meningkatkan kualitas hasil produksi dari bahan mentah menjadi bahan olahan 

maka terjadi peningkatan aktivitas dan nilai tambah pada sector basis dan akan 

meningkatkan sector yang lain yang terkait. Dengan adanya peningkatan aktivitas dan 

produksi dapat menjadi daya Tarik bagi wilayah belakangnya (hinterland). 

9) Partisipasi masyarakat (civil society participation) 

Besarnya partisipasi masyarakat menjadi parameter keberhasilan dan 

keberlangsungan pembangunan SMK, karena dengan partisipasi masyarakat 

pembangunan sekolah menengah kejuruan yang besar beban pembiayaannya akan 

semakin ringan. Partisipasi dimulai dari aktivitas pengambilan keputusan tentang lokasi 

pembangunan SMK, partisipasi tentang kompetensi keahlian yang akan dibuka di SMK 
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dalam suatu wilayah serta partisipasi masyarakat tentang evaluasi kegiatan 

pembelajaran di sekolah, serta partisipasi tentang evaluasi pelaksanaan proses 

pembelajaraan dan pengelolaan manajemen sekolah. Dengan keterlibatan masyarakat 

dalam partisipasi maka timbul rasa memiliki terhadap sekolah. 

10) Komitmen pembuat kebijakan (Commitment by Policymakers) 

Komitmen pengambil kebijakan lebih mengarah pada pemerintah, yakni Dinas 

terkait dengan pembangunan SMK. 

 

5.4. Analisis Pembobotan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembangunan Smk 

Dalam Mendukung Potensi Wilayah Di Kabupaten Sidoarjo 

Variabel-variabel yang berpengaruh dalam penentuan faktor-faktor yang 

mempengaruhi pembangunan SMK dalam mendukung potensi wilayah di Kabupaten 

Sidoarjo hasil dari analisis delphi akan dilakukan pembobotan untuk mengetahui faktor 

mana yang paling berpengaruh. Untuk memperoleh bobot factor-faktor yang 

mempengaruhi pembangunan SMK dalam mendukung potensi wilayah, dilakukan dengan 

menggunakan metode Analytical Hierarchy Proccess (AHP). Penentuan bobot untuk 

masing-masing faktor dilakukan dengan menggunakan kuesioner pembobotan yang 

diperoleh dari pendapat enam responden ahli, dimana responden untuk metode AHP pada 

penelitian ini sama dengan responden untuk analisis Delphi pada percobaan sebelumnya. 

Enam orang yang menjadi responden ahli tersebut adalah (1) Kepala Bidang Dikmenjur 

Dinas Pendidikan Prop. Jatim (2) Kepala BAPPEDA Kabupaten Sidoarjo (3) Kepala 

Cabang Dispendik Wilayah Kabupaten Sidoarjo Propinsi Jawa Timur (4) Ketua Komisi D 

(Pendidikan) DPRD Kabupaten Sidoarjo (5) Dewan Pendidikan Kabupaten Sidoarjo (6) 

Akademisi pemerhati Pendidikan Kejuruan. 

 Tujuan menggunakan teknik analisis AHP ini lebih kepada mengetahui pendapat 

ahli tentang kondisi-kondisi yang mempengaruhi penentuan faktor-faktor yang 

mempengaruhi pembangunan SMK dalam mendukung potensi wilayah,dimana kuantitas 

berupa bobot per sub variabel. Walaupun tujuan akhir adalah perioritas menentukan faktor-

faktor yang mempengaruhi pembangunan SMK dalam mendukung potensi wilayah 

berbeda, akan tetapi pada dasarnya AHP lebih untuk mengukur persepsi secara kuantitas. 

Perhitungan bobot dengan menggunakan metode AHP secara keseluruhan dari penilaian 

enam responden dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut: 
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1) Tabulasi Hasil Kuesioner 

 Hasil kuesioner yang berupa penilaian pembobotan dari masing-masing responden 

ahli ditabulasikan dalam bentuk matriks perbandingan berpasangan (pairwise 

comparisons) untuk masing-masing responden ahli. Tabulasi hasil kuesioner dilakukan 

pada tiap variabel dan subvariabel sesuai dengan penilaian bobot yang diberikan oleh 

masing-masing responden ahli dengan skala pembobotan 1-9. Sedangkan nilai 

pasangannya diperoleh dari perbandingan terbalik nilai bobot yang diberikan oleh masing-

masing responden ahli, yaitu dengan skala 1/1 - 1/9. 

2) Perhitungan Rata-Rata Geometrik 

Setelah tabulasi hasil penilaian bobot dari masing-masing responden ahli, kemudian 

dihitung bobot rata-rata (bobot gabungan) dari keenam responden ahli. Perhitungan untuk 

memperoleh bobot rata-rata dari keenam responden ahli dilakukan dengan cara menghitung 

rata-rata geometrik (geomean) nilai bobot yang diberikan oleh keenam responden ahli. 

Perhitungan bobot rata-rata (bobot gabungan) dilakukan pada tiap faktor dan subfaktor. 

Pohon AHP pada penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 4.1.  

5.4.1. Perhitungan pembobotan kriteria faktor-faktor yang mempengaruhi 

pembangunan SMK dalam mendukung potensi wilayah di Kabupaten 

Sidoarjo 

 

Perhitungan bobot dari masing-masing criteria dilakukan dengan metode 

Analytical Hierarchy Process (AHP) menggunakan excel dengan langkah-langkah sebagai 

berikut : 

1. Perhitungan matrik awal kriteria 

2. Perhitungan nilai eigen (prioritas kriteria) 

3. Perhitungan nilai eigen maksimum 

4. Penentuan terhadap persyaratan index konsistensi 

5. Pembobotan kriteria 
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5.4.1.1. Perhitungan Matrik Awal kriteria 

Bagian ini menjelaskan proses analisis data dari hasil wawancara/interview 

terhadap responden dengan cara melakukan kuisioner (rekapitulasi responden terhadap 

level II kriteria). Selanjutnya dilakukan perhitungan kebalikan sesuai dengan matrik 

perbandingan berpasangan. Pertama yang dilakukan adalah membuat setiap kriteria 

menjadi sebuah matrik dengan simbol abjad agar mudah untuk diolah dengan metode AHP 

menggunakan excel. Matrik kriteria adalah sebagai berikut: 

Matrik A  = kriteria jarak 

Matrik B = kriteria jumlah penduduk 

Matrik C = kriteria Aksesibilitas 

Matrik D = kriteria kondisi lahan 

Matrik E = kriteria distribusi SMK 

Matrik F = kriteria potensi SDA 

Matrik G = kriteria partisipasi masyarakat 

Matrik H = kriteria komitmen pembuat kebijakan 

Matrik I = kriteria SDM pengelola SMK 

Hasil penilaian responden dibagi dalam 2 bagian perbandingan, nilai pada sisi 

sebelah kanan sebagai skala utama dan nilai pada sisi sebalah kiri sebagai skala 

pembanding (lihat kuisioner). Jika responden memberikan nilai pada angka di sebelah 

kanan, menunjukkan bahwa menurut responden faktor pada skala utama lebih penting 

daripada faktor pada skala pembanding. Sebaliknya, jika responden memberikan nilai pada 

sisi sebelah kiri, menunjukkan bahwa menurut responden faktor pada skala pembanding 

lebih penting daripada faktor pada skala utama. Jika nilai yang diberikan responden ada 

pada sisi kanan, maka nilai tersebut langsung dimasukkan ke tabel data kuantitatif. Namun, 

jika responden memberikan nilai pada sisi sebelah kiri, artinya terjadi perbandingan 
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terbalik ditinjau dari faktor pada skala utamanya, sehingga nilai yang diberikan akan 

menjadi 1/(nilai yang diberikan).  Data skala perbandingan penilaian kriteria dapat dilihat 

pada tabel 5.4. di bawah ini. 
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Tabel 5.4.  Data skala perbandingan penilaian kriteria 

Sumber: Hasil Analisis, 2022 

Keterangan: 

ΣR = jumlah komulatif skala perbandingan penilaian 

R/6 = rata-rata komulatif perbandingan penilaian dimana terdapat 6 responden 
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Gambar 5.1.  Diagram pohon AHP faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan SMK dalam mendukung potensi wilayah di Kabupaten 

Sidoarjo 
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Pada perhitungan selanjutnya yang digunakan adalah rata-rata komulatif perbandingan 

penilaian (R/6) tersebut seperti yang terlihat pada tabel 5.5., matrik diagonal 

AA=BB=CC=DD=EE=FF=GG=HH=II=1 karena melakukan perbandingan dengan faktor pada 

dirinya sendiri. Perhitungan matrik BA = 1/matrik AB demikian seterusnya.  

Tabel 5.5. Matrik awal hasil analisis 

 A B C D E F G H I 

A 1,000000 0,141138 0,154365 2,161310 0,181151 0,158333 0,490476 0,120370 0,780952 

B 7,085286 1,000000 2,114286 6,166667 4,069444 1,304167 1,377778 0,126984 0,798810 

C 6,478149 0,472973 1,000000 5,8333333 2,1170635 2,255952 1,9 0,126984 1,155556 

D 0,462682 0,162162 0,171429 1,000000 1,290675 0,133929 2,057143 0,121693 1,455556 

E 5,520263 0,245734 0,472352 0,774789 1,000000 3,220833 2,200000 0,126984 3,500000 

F 6,315789 0,766773 0,443272 7,466667 0,310479 1,000000 5,500000 0,182143 5,500000 

G 2,038835 0,725806 0,526316 0,486111 0,454545 0,181818 1,000000 0,146032 1,755556 

H 8,307692 7,875000 7,875000 8,217391 7,875000 5,490196 6,847826 1,000000 8,333333 

I 1,280488 1,251863 0,865385 0,687023 0,285714 0,181818 0,569620 0,120000 1,000000 

Σ 38,489185 12,641449 13,622404 32,793290 17,584072 13,927047 21,942843 2,071190 24,279762 

Sumber: Hasil analisis, 2022 

Selanjutnya, data yang diperoleh akan dinormalisasi dengan cara membagi setiap data kolom  dengan 

rata-rata kolom tersebut seperti terlihat pada tabel 5.6 di bawah. 

Tabel 5.6. Normalisasi data percobaan 

 A B C D E F G H I 

A 0,025981 0,012012 0,011814 0,064917 0,010771 0,010375 0,022018 0,058117 0,030690 

B 0,184085 0,085111 0,161808 0,185223 0,192420 0,129147 0,061850 0,061310 0,070690 

C 0,168311 0,040255 0,076531 0,190229 0,125881 0,191517 0,100257 0,061310 0,078160 

D 0,012021 0,013802 0,012084 0,030036 0,076744 0,008776 0,092347 0,058755 0,057201 

E 0,143424 0,026300 0,036150 0,023272 0,059460 0,211059 0,098760 0,061310 0,111345 

F 0,164093 0,043185 0,026186 0,224269 0,018461 0,065529 0,246901 0,087941 0,216140 

G 0,052972 0,061774 0,034268 0,014601 0,027027 0,011914 0,044891 0,070506 0,068990 

H 0,215845 0,670246 0,602681 0,246818 0,468249 0,359768 0,307406 0,482814 0,327485 

I 0,033269 0,047315 0,038479 0,020635 0,020986 0,011914 0,025571 0,057938 0,039298 

 Sumber: Hasil analisis, 2022 

 

Setelah dilakukan normalisasi data percobaan, untuk mendapatkan bobot dari setiap faktor akan 

dilakukan beberapa perhitungan nilai sebagai berikut: 
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1. Perhitungan nilai eigen  

Pertama, hitung jumlah baris dari masing-masing data pada tabel normalisasi kriteria 

Jumlah matrik A = matrik AA+AB+AC+AD+AE+AF+AG+AH+AI 

Jumlah matrik B = matrik BA+BB+BC+BD+BE+BF+BG+BH+BI 

Jumlah matrik C = matrik CA+CB+CC+CD+CE+CF+CG+CH+CI 

Jumlah matrik D = matrik DA+DB+DC+DD+DE+DF+DG+DH+DI 

Jumlah matrik E = matrik EA+EB+EC+ED+EE+EF+EG+EH+EI 

Jumlah matrik F = matrik FA+FB+FC+FD+FE+FF+FG+FH+FI 

Jumlah matrik G = matrik GA+GB+GC+GD+GE+GF+GG+GH+GI 

Jumlah matrik H = matrik HA+HB+HC+HD+HE+HF+HG+HH+HI 

Jumlah matrik I = matrik IA+IB+IC+ID+IE+IF+IG+IH+II 

Menentukan besaran nilai eigen (wi) dapat dilakukan dengan persamaan berikut: 

Wi =  jumlah baris / n 

dimana n = jumlah kriteria matrik 

Besarnya nilai eigen dapat dikatakan sebagai perhitungan prioritas dari faktor yang diperoleh dalam 

percobaan. Hasil perhitungan nilai eigen dapat dilihat seperti pada tabel 5.7 sebagai berikut: 

Tabel 5.7. Hasil perhitungan nilai eigen 

 Jumlah matriks baris Wi 

A 0,246696 0,027411 

B 1,131643 0,125738 

C 1,032449 0,114717 

D 0,361766 0,040196 

E 0,771079 0,085675 

F 1,092705 0,121412 

G 0,386943 0,042994 

H 3,681313 0,409035 

I 0,295406 0,032823 

 Σwi 1 

Sumber: Hasil analisis, 2022 

 

2. Perhitungan nilai eigen maksimum 

Nilai eigen maksimum diperoleh dengan mengkalikan matrik awal data dengan eigen vektor (wi) 

masing-masing matrik, kemudian hasil perkalian tersebut dijumlahkan. 

   λmax=(∑λ)/n  n = jumlah kriteria matrik 
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 adalah 1,255934 seperti terlihat pada tabel 5.8. 

Tabel 5.8.  Perhitungan nilai eigen maksimum (λmax) 

 
Sumber: Hasil analisis, 2022 

 

3. Menentukan indeks konsistensi (CI) 

 Perhitungan nilai indeks konsistensi (CI) dapat dilakukan dengan menggunakan persamaan sebagai 

berikut: 

  CI = (λmax-n) /(n-1) 

dimana : 

CI = indeks konsistensi 

λmax = nilai eigen maksimum dari matrik berordo n 

Hasil perhitungan CI =  ((1,255934-9))/((9-1)) = - 0,96801 

Nilai indeks rasio (RI) untuk ukuran matrik n= 9 adalah 1,45 

Sedangkan rasio konsistensi dapat dihitung dengan menggunakan persamaan: 

    CR = CI /RI 

Hasil perhitungan rasio konsistensi  CR=(-0,96801)/1,45 = - 0,66759  

Nilai rasio konsistensi dikatakan konsisten jika hasilnya kurang dari 0,1 (ralat ±10%) dan nilai tersebut 

sudah sesuai dengan persyaratan konsistensi secara statistika. 

 A B C D E F G H I  Xi  λ 

A 1,000000 0,141138 0,154365 2,161310 0,181151 0,158333 0,490476 0,120370 0,780952  0,027411  0,280441531 

B 7,085286 1,000000 2,114286 6,166667 4,069444 1,304167 1,377778 0,126984 0,798810  0,125738  1,497126873 

C 6,478149 0,472973 1,000000 5,833333 2,117063 2,255952 1,900000 0,126984 1,155556  0,114717  1,355795214 

D 0,462682 0,162162 0,171429 1,000000 1,290675 0,133929 2,057143 0,121693 1,455556  0,040196  0,404217694 

E 5,520263 0,245734 0,472352 0,774789 1,000000 3,220833 2,200000 0,126984 3,500000 X 0,085675 = 0,991746244 

F 6,315789 0,766773 0,443272 7,466667 0,310479 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000  0,121412  1,215808132 

G 2,038835 0,725806 0,526316 0,486111 0,454545 1,000000 1,000000 0,146032 1,755556  0,042994  0,439419101 

H 8,307692 7,875000 7,875000 8,217391 7,875000 1,000000 6,847826 1,000000 8,333333  0,409035  4,769847931 

I 1,280488 1,251863 0,865385 0,687023 0,285714 1,000000 0,569620 0,120000 1,000000  0,032823  0,349004532 

           Σ λ=  11,30340725 

           λ max=  1,255934 
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4. Pembobotan kriteria 

Bobot setiap elemen faktor dapat diperoleh dari nilai eigen (wi) dari masing-masing matrik faktornya. 

Urutan pembobotan prioritas kriteria  dapat dilihat pada tabel 5.9. 

Tabel 5.9.  Hasil perhitungan pembobotan kriteria faktor-faktor yang mempengaruhi 

pembangunan SMK dalam mendukung potensi wilayah di Kabupaten Sidoarjo  
No. Kriteria-kriteria Bobot 

1. Komitmen pembuat kebijakan 0,409035 

2. Jumlah penduduk 0,125738 

3. Aksesibilitas 0,121412 

4. Potensi SDA 0,114717 

5. Distribusi SMK 0,085675 

6. Partisipasi masyarakat 0,042994 

7. SDM pengelola SMK 0,040196 

8 Kondisi lahan 0,032823 

9. Jarak  0,027411 

Total 1 

Sumber: Hasil analisis, 2022.   

4..1 Perhitungan pembobotan kriteria jumlah penduduk 

 Hasil pengolahan data kuisioner dari kriteria jumlah penduduk dapat dilihat seperti pada tabel 

5.10. dimana matrik kriteria pada perhitungan ini adalah: 

Matrik J = kriteria jumlah penduduk mata pencaharian 

Matrik K = kriteria jumlah siswa SMP 

Tabel 5.10. Data kuisioner kriteria jumlah penduduk 

  JK 

R1 0,142857 

R2 0,142857 

R3 0,142857 

R4 0,142857 

R5 0,2 

R6 0,142857 

sigma R 0,914286 

R/6 0,152381 

Sumber: Hasil analisis, 2022 
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Penyajian matrik awal data  percobaan dapat dilihat pada tabel 5.11. dan table 5.12. 

Tabel 5.11. Matrik awal data kriteria jumlah penduduk 

Matriks J K 

J 1 0,152381 

K 6,5625 1 

Total  7,5625 1,152381 

Sumber: Hasil analisis, 2022 

Tabel 5.12.. Normalisasi matrik data dan nilai eigen  

 J K Jumlah baris Wi 

J 0,132231 0,1322314 0,2644628 0,1322314 

K 0,867769 0,8677686 1,7355372 0,8677686 

Total  1 

Sumber: Hasil analisis, 2022 

Dari hasil perhitungan nilai eigen langsung didapatkan prioritas dari kriteria jumlah penduduk.  

Urutan hasil pembobotan dengan menggunakan AHP diperoleh bahwa kriteria jumlah siswa 

SMP mempunyai bobot lebih besar daripada kriteria jumlah penduduk mata pencaharian. 

4..2 Perhitungan AHP Kriteria Aksesibilitas 

Hasil pengolahan data kuisioner dari kriteria aksesibilitas dapat dilihat seperti pada tabel 5.13. 

dimana matrik kriteria pada perhitungan ini adalah: 

Matrik L =  kriteria kondisi jaringan jalan 

Matrik M =  kriteria ketersediaan angkutan umum 

Tabel 5.13. Data kuisioner kriteria aksesibilitas 

 
LM 

R1 0,2 

R2 0,142857 

R3 1 

R4 7 

R5 6 

R6 0,125 

sigma R 14,46786 

R/6 2,41131 

Sumber: Hasil analisis, 2022 

Sedangkan martik awal data percobaan dilihat pada tabel 5.14. dan tabel 5.15. 

Tabel 5.14. Matrik awal data percobaan kriteria aksesibilitas 
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L M 

L 1 2,41131 

M 0,414712 1 

Total  1,414712 3,41131 

Sumber: Hasil analisis, 2022 

Tabel 5.15. Normalisasi matrik data dan nilai eigen 

 J K Jumlah baris Wi 

J 0,706857 0,7068574 1,4137149 0,7068574 

K 0,293143 0,2931426 0,5862851 0,2931426 

Total  1 

Sumber: Hasil analisis, 2022 

 

Dari hasil perhitungan nilai eigen langsung didapatkan prioritas dari kriteria aksesibilitas.  Urutan 

hasil pembobotan dengan menggunakan AHP diperoleh bahwa kriteria kondisi jaringan jalan 

mempunyai bobot lebih besar daripada kriteria ketersediaan angkutan umum. 

4.3.   Perhitungan pembobotan kriteria kondisi lahan 

Hasil pengolahan data kuisioner dari kriteria kondisi lahan  dapat dilihat seperti pada tabel 5.16. 

dimana matrik kriteria pada perhitungan ini adalah: 

Matrik N = kriteria harga lahan 

Matrik O = kriteria rawan bencana 

Matrik P = kriteria peruntukan lahan 

 

Tabel 5.16. Data kuisioner kriteria kondisi lahan 

 NO NP OP 

R1 0,166667 4 5 

R2 6 6 0,142857 

R3 7 0,142857143 0,142857 

R4 7 7 0,142857 

R5 0,166667 6 5 

R6 7 0,125 0,111111 

sigma R 27,33333 23,26785714 10,53968 

R/6 4,555556 3,87797619 1,756614 

Sumber: Hasil analisis, 2022 

Sedangkan matrik data awal percobaan kriteria dapat dilihat pada tabel 5.17. dan tabel 5.18. 
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Tabel 5.17. Matrik Data Awal Kriteria Kondisi Lahan 

 N O P 

N 1 4,555556 3,877976 

O 0,219512 1 1,756614 

P 0,257866 0,569277 1 

Total  1,477379 6,124833 6,634589947 
Sumber: Hasil analisis, 2022 

Tabel 5.18. Normalisasi matrik data dan nilai eigen 

 N O P Jumlah baris wi 

N 0,676875 0,743784 0,584508797 2,005168 0,668389 

O 0,148582 0,16327 0,264765987 0,576618 0,192206 

P 0,174543 0,092946 0,150725216 0,418214 0,139405 

Total  1 

Sumber: Hasil analisis, 2022 

Nilai konsistensi pertama yang harus dilakukan adalah menghitung nilai eigen maksimum  dengan 

cara mengkalikan matrik awal data dengan nilai eigen. 

Tabel 5.19. Perhitungan Nilai Eigen Maksimum 

 N O P 

X 

wi 

= 

λ 

N 1 4,555556 3,877976 0,668389 2,084603 

O 0,219512 1 1,756614 0,192206 0,583806 

P 0,257866 0,569277 1 0,139405 0,421178 

Total  1,477379 6,124833 6,634589947 0,668389 2,084603 

Σλ 3,089587 

λmax 1,029862 

Sumber: Hasil analisis, 2018 

 

Perhitungan nilai indeks konsistensi (CI) dapat dilakukan dengan menggunakan persamaan sebagai 

berikut: 

     CI = (λmax-n) /(n-1) 

Sehingga nilai indeks konsistensi :  CI=  ((1,029862-3))/((3-1))=-0,98507 

dimana: 

CI = indeks konsistensi 

λmax = nilai eigen maksimum dari matrik berordo n 

Nilai indeks rasio (RI) untuk ukuran matrik n= 3 adalah 0,58 

Rasio konsistensi dapat dihitung dengan menggunakan persamaan: 

    CR=  CI /RI 

Hasil perhitungan rasio konsistensi  CR=(-0,98507)/0,58=-1,69839  
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Nilai rasio konsistensi dikatakan konsisten jika hasilnya kurang dari 0,1 (ralat ±10%) dan nilai tersebut 

sudah sesuai dengan persyaratan konsistensi secara statistika. 

Bobot setiap elemen faktor dapat diperoleh dari nilai eigen (wi) dari masing-masing matrik 

faktornya. Urutan pembobotan prioritas kriteria  dapat dilihat pada tabel 5.20. 

Tabel 5.20. Urutan Pembobotan Hasil Perhitungan AHP Kriteria Kondisi Lahan 

 

No. Kriteria-kriteria Bobot 

1. Harga lahan 0,668389 

2. Rawan bencana 0,192206 

3. Peruntukan lahan 0,139405 

Total 1 

Sumber: Hasil analisis, 2022 

 

5.5.   Analisis Skoring 

 Analisis Skoring adalah analisis yang digunakan untuk menentukan bobot masing-masing 

faktor. Metode skoring yang digunakan adalah mengkalikan nilai bobot setiap faktor dan subfaktor 

hasil AHP dengan kondisi eksisting. Perkalian ini dimaksudkan untuk memperoleh nilai bobot yang 

paling objektif yaitu pendapat para ahli dan kondisi eksisting di lapangan, sehingga ketidak tepatan 

penentuan lokasi pembangunan SMK di kedua kawasan tersebut dapat diminimalisasi.  

 Untuk menentukan derajat kesesuaian lokasi Pembangunan SMK dalam mendukung potensi 

wilayah di kabupaten Sidoarjo dilakukan dengan memberikan bobot score pada setiap faktor dan 

subfaktor yang berpengaruh pada penentuan lokasi pembangunan SMK dalam mendukung potensi 

wilayah. Setiap faktor dan subfaktor yang berpengaruh dalam penentuan lokasi pembangunan SMK 

ini diklasifikasikan menjadi 4 (empat) kategori interval dengan melihat data terkecil dan masing-

masing kelipatan sampai pada data terbesar di klasifikasi terakhir. Dari klasifikasi data dibuatkan 

rangking skor berdasarkan klasifikasi tersebut. Adapun penilaian ranking skor untuk setiap klasifikasi 

yang digunakan pada penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 5.21. di bawah ini:  
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Tabel  5.21.  Keterangan rangking score 

Rangking 

Score 
Keterangan 

1 Kurang Sesuai 

2 Cukup Sesuai 

3 Sesuai 

4 Sangat Sesuai 

Sumber : Hasil analisis, 2022 

Berdasarkan ranking skor untuk setiap klasifikasi dari setiap faktor dan subfaktor seperti pada 

Tabel 5.21. di atas dan nilai bobot setiap faktor dan subfaktor hasil AHP dapat dibuat total nilai bobot 

yang dimiliki oleh setiap klasifikasi. Hasil analisis scoring terhadap faktor spasial dan faktor yang 

dapat di spasialkan dapat terlihat seperti pada Tabel 5.22. di bawah ini: 

Tabel 5.22. Hasil analisis skoring untuk faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan SMK 

dalam mendukung potensi wilayah di Kabupaten Sidoarjo 
 

No. Faktor yang berpengaruh Klasifikasi 
Rangking 

score 
Bobot 

Total 

bobot 

1 Jarak SMK dengan Jarak > 5 km 1 0.274 0.274 

  permukiman penduduk Jarak > 4 – 5 km 2   0.548 

   Jarak    2 – 4 km 3   0.822 

    Jarak 0 = < 2 km 4   1.096 

2 Jumlah penduduk  < 10000             jiwa 1 1,257 1.257 

   10001 – 20000  jiwa 2   2.514 

   20001 – 30000  jiwa 3   3.771 

    > 30000             jiwa 4   5.028 

3 Partisipasi masyarakat Kecil 1 0,430 0,430 

    Sedang 2   0,860 

    Besar 3   1,290 

    Sangat Besar 4   1,720 

4 Kondisi Lahan Rusak berat 1 0,328 0,328 

   Rusak ringan 2   0,656 

   Cukup 3   0,984 

    Baik 4   1,312 

5  Tidak dilewati 1 1,214 1,214 

  Aksesibilitas Dilewati sebagian 2   2,428 

    Dilewati sebagian besar 3   3,642 

    Dilewati sampai lokasi 4   4,856 

6 Komitmen Pembuat Kebijakan Belum ada regulasi 1 0,409 0,409 

    Regulasi sedang dibuat 2   0,818 

    Dalam pembahasan 3   1,227 

    Ada regulasi 4   1,636 
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No. Faktor yang berpengaruh Klasifikasi 
Rangking 

score 
Bobot 

Total 

bobot 

7 Potensi unggulan (SDA) Tidak ada 1 1,147 1,147 

    Sedang 2   2,294 

    Besar 3   3,441 

    Sangat Besar 4   4,588 

8 SDM Pengelola SMK Kurang 1 0,402 0,402 

  Cukup 2  0,802 

  Banyak 3  1,204 

  Sangat Banyak 4  1,606 

9 Distribusi SMK Adad >3 SMK 1 0.857 0.857 

    

Ada 2 SMK swasta/ 1     

SMK negeri 
2 

  1.714 

    Ada 1 SMK swasta 3   2.571 

    Tidak ada SMK 4   3.428 

Sumber : Hasil analisis, 2022 

Sementara pada faktor non spasial; komitmen pembuat kebijakan, partisipasi masyarakat, dan SDM 

pengelola SMK merupakan faktor yang dapat dilakukan setelah sekolah dibangun sehingga untuk 

klasifikasinya atau rangking score dianggap memiliki nilai yang sama, 
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BAB 6. RENCANA TAHAPAN BERIKUTNYA 

 

Adapun rencana tahap berikutnya setelah Sekolah Menengah Kejuruan sudah 

dibangun dilokasi yang tepat adalah menentukan bidang keahlian yang sesuai dengn Potensi 

Wilayah pada masing-masing lokasi atau wilayah SMK, hal ini diharapkan dapat mendukung 

produktivitas dari hasil produksi masing-masing wilayah yang dapat meningkatkan 

perekonomian masyarakat karena penghasilan atau mata pencaharian akan memiliki 

produktivitas lebih tinggi dan lebih baik unbtuk meningkatkan daya saing produk daerah. 

Peningkatan produksi dari hasil yang menjadi potensi wilayah akan semakin besar 

dengan dukungan Sumber Daya Manusia sesuai bidang keahliannya, dengan pertimbangan 

akan memunculkan produksi yang lebih mampu memiliki daya saing dipasar daripada yang 

selama ini hanya dikelola secara konvensional atau tradisional. Peningkatan produksi disini 

akan menjadi sebab akan peningkatan Pendapatan Daerah Regional Bruto (PDRB). Bukan 

hanya masyarakatnya saja yang akan meningkat pendapatannya tetapi daerah juga akan 

mendapatkan peningkatan pendapatannya dari proses sirkulasi produksi tersebut. Adapun 

Rencana Tahapan berikutnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini; 
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BAB 7. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

1. Kesimpulan 

Berdasarkan analisis dalam penelitian ini, diperoleh beberapa kesimpulan sebagai 

berikut: 

1) Dari hasil analisis  maka dapat disimpulkan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap 

pembangunan Sekolah Menengah Kejuruan yang mendukung potensi wilayah di Kabupaten 

Sidoarjo meliputi; Komitmen pembuat kebijakan; jarak SMK terhadap pemukiman, jumlah 

penduduk, aksesibilitas, kondisi lahan; distribusi SMK, potensi wilayah (SDA); partisipasi 

masyarakat;  SDM pengelola SMK serta SDM Pengelola SMK 

 

2) Hasil dari analisa hirarkhi proses didapatkan bahwa bobot masing-masing faktor ialah; jarak 

SMK terhadap pemukiman 2,74; jumlah penduduk 12,57; aksesibilitas 12,14; kondisi lahan 

3,28%;  distribusi SMK 8,57; potensi SDA 11,47; partisipasi masyarakat 4,30; SDM pengelola 

SMK 4,02; serta komitmen pembuat kebijakan 40,9 pengaruhnya terhadap faktor yang lain. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan Sekolah Menengah Kejuruan meliputi faktor 

spasial ialah; jarak, jumlah penduduk, aksesibilitas, kondisi lahan, distribusi SMK, serta 

potensi SDA. Sedangkan faktor non spasial ialah; partisipasi masyarakat, SDM pengelola 

SMK, serta komitmen pembuat kebijakan. 
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